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* Pemnilihan ]udui Taga dan lesianinn negala
kesatuan Republik Indonesia” ialah mengingat
berkembangnya aspirasi masyarakat, baik
berupa pergolakan yang terjadi di - Irian Jaya,
Timor Timur dan Aceh, maupun yang terdapat
dalam acara diskusi di Universitas Paramadina

Mulya dimana muneul suatu pemikiran vang
mencoba melihat persoalan fundamental, yakni
peninjadan kembali konstitusi dan bentuk
negara Republik Indonesia serta dalam dialog
Team Lima Pengurus Besar Nahdatul Ulama
dengan: Yayasan Persemaian Persahabatan
yang mengkonstatir mengenai kebhinekaan




Indonesia sebagai suatu: bangsa sedang berada
di tepi jurang I\Ehancwan Dan ketua Partai
Amanat Nasional Amien Rais, menyatakan niat
PAN-untuk membuka wacana dialog tentang
Indonesia: sebagai negara Republik F ederasi,
sebagai altemallf dan negara kesatuan yang
dewasa irdjustiu terancam desznlemam Arwah
Proklamator & Presiden Soei\"nno pasti geram
melihat timbulnya fenomena Indonesia terseret
menjadi negara federal, menjadi negara-negara
kecil yang separatis ingin keluar dari negara
kesattian Republik lndonesm sebagai jawaban
untuk pengalaman ketidakad;]an selama 32
{tahun warisan rezim Soeharto, Sejak delik-detik
Prokiamasi, seluruh rakyat Indonesia dari
Sabang sampai Merauke dengan kesadaran
tinggi mendukung penuh kepemimpinan Bung
Kamo sebagai Penyambung Lidah Rakyat yang
gandrung kepada persatuan bangsa yang tldak
bisa dilepaskan dengan cita-cita pe) juangan

nasiconal yang selalu dlkmmndanvixan yakni
masyar al\aladll danmakmur dalam wadah dan
naungan negara Kesatuan Republik Indonesia.
S;apapun yang menginginkan berdirinya
negara bagian atau negara federasi Indonesia,
belm meﬂgl\hiana 1 Proklamasi 17 Agustus
1945, melanggar sila ketiga dari Pancasila yakni
Persatuan lndonesm dan \lgmechl bertentangan
dengan pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang menye-
butl\an bahwa Negara Indonesia, izlah Negara

| Siapapun yang }

| menginginkan berdirinya -
negara bagian atay nega,ta :
federasi Indonesia; :
berarti mengkhianati Proklameisi \}
i7 Agustus 1945, melanggar Sﬂa .
kefiga darj Pancasila yakni '
Persatuan Indonesia .

satuan Republik Indonesia yang ciem asa ini
terancam desintegrasi?

ANALISA DAN REAGENTIA

Untuk memberikan jawaban atas perta-
nyaan yang lercantum di atas, terlebih dahaly
harus ditilik pokok permasalal }annya dari 3
(liga) sudut pandang, :

1. Historis atau proses sejarah per kembazw»
annya, sejak sebelum, semasa perang
kemerdekaan sampai saat sekayang’

2. Juridis atau proses yang ber kaitan, dengan_

segi hukum dan perundang- undazwan—

nya, : '




mempejuangkan pembentukan negara berlan:

daskan etrus. 5edangkan Sarekat Islamayang:

mengembangkan pemikiran ani pen;a]aliﬁn:

Belanda, dalam programaya mencantar
kemerdekaan penuh bagi Hindia Belanda:

Pemuda membentuk ozgamsael berdasarian:

ng.

wawasan kedaerahan, seperti Jong Java, Jo
Amborn, Jong Celebes, Jong Sumatranen Bond
dan lain sebagainya. Pada tahun 1924 perkum-
pulan pelajar.kita di - Belanda, mendirikan
organisasi Per hirpunan Indonesia. Para  pelajar
vang tergabung dalam PPl alau Perh;mpunan
Pemuda Pelajar Indonesia kemudian mem-
prakarsai penyelenggaraan Kongres Pemuda
pada tangzal 25 Oklober 1928 di Batavia dan
tercetuslah tiga tekad, Satu Nusa, Satu Bangsa
dan Satu Bahasa, yakni Indonesial Gebrakan
para pemuda itu mendapat dukungan luas
diseluruh Nusanlara dan diawali oleh Mu-
hammad Husni Thamrin yang secara menge-
jutkan menggunakan bahasa Indonesia-pada
waktu sidang Volksmad, suatu Dewan Rakyat
bentukan Belanda. Sumpah Pemuda 1928
merupakan pusaka bangsa yang otentik sebagai

1| PPPIatau Perhimpunan

Pemuda Pelajar Indonesia
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landasan dan pemahaman historis untuk
menyesuaikan dengan realitas zaman -serta
kebutuhan generasi penerus yang akan hidup
pada-abad ke-21. Disinilah letak perbedaan
latar-belakang sejaraly bangsa Indonesia dengan
bangsa-bangsa lainnya, terutama dengan
Anmerika Serikat yang berbentuk federasi berdiri
4 Juli 1776 dan sekarang jadi negara paling
modern yang cleh sementara crang Indonesia
dianggap sebagal model negara federal Vang
perlu dibuat pezcontohan Hal inf tidak meng-
herankan, karena mereka secara sisteniatis di-
cekeki dengan textbook thinking yang barat
sentris dan klakkeloos atau be“lt{l saja dltelaﬂ
mentah-mental.

Semasa perang kemerdekaan phisik me-
lawan dan mengusir perjajal Belanda, maka
Indonesia dihadapkan pula pada perjuangan
menentang pembentukan negara federasi. Da-
lam bukunya "Indonesia, Nederland en de
wereld”, Lgitenant Gouverneur General van
Nederlancds Indie DR. H. J. van Mook, me-
lahirkan konsep pembentukan negara federasi.
Dia-lah sebagai peetvader dari federalisme,
mendirikan sebuah negara Indenesia Serikat
dengan janji akan berada dalam hubungan
persemakmuran atau commonwealth dengan
kerajaan Belanda. Dan ternyata van Mook telah
berhasil menciptakan 15 negara federal,
diantaranva vang naling kuat adalah Nezara




dan digantinya didirikan RIS atau Republik In-
donesia Serikat. Berkat mosi anggota Kabinet
RIS Mohammad Natsir yang menuntut pele-
buran semua negara bagian, maka Indonesia
menjadi negara kesatuan lagi seiring dengan
desakan dan tuntutan rakyat seluruh Nu-
santara. Akhirnya [ndonesia pada tanggal 17
Agustus 1950, Alhamdulillah kembali kepang-
kuan negara kesatuan. Selain dari pada itu, In-
donesia menghadapi juga berkali-kali gerakan
separatisme vang ingin memisahkan diri
dengan Negara Proklamasi, namun rakyat
bersama ABRI berhasil menyelamatkan ke-
utuhan negara kesatuan Republik Indonesia
yang Insya Allah berdiri tegak sampai akhir
zaman,

JURIDIS

. Ditflik dari segi formal-uridis, maka bentuk
Negara Republik Indonesia uitdrukkefijk ber-
dasarkan pasal 1 ayat 1 UUD 1943, yang rumus-
arnya ditetapkan Negara [ndonesia falah Ne-
gara Kesatuan yang berbentuk Republik. Juga
dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung
pokok-pakok pengertian Negara Kesatuar, ne-
gara yang melindungi dan meliputi segenap
bangsa Indoresia selurubnya. Sedangkan sila
ketiga dari Pancasila, yakni Persatuan Indone-
sia mempunyai makna untuk menempatkan
persatuan dan kecatiian haroca trame e

=== Dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Nomor l/MPR/1998 "~
tentang Garis-Garis Besar
Haluan Negara Bab [[ F,
menyebutkan bahwa
Wawasan Nusantara yang merupakan
wawasan nasional, bersumber pada.
Pancasila dan berdasarkan UUD 1945,
mengutamakan persatuan dan
kesatuan bangsa serta kesatuan
wilayah Indonesia dalam penyeleng-
garaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara,

nesia dalam penyelenggaraan kehidupan ber-
masyarakal, berbangsa dan berregara,
Paham yang menghendaki negara federal,
harus mengubah terlebih dahudu pasal 1 ayat 1
UUD 1945, Pancasila dan Tap MPR No, II/
MPR/1998, yang tidak mungkin hal itu bisa
terwujud. Penganut paham negara ‘bagian -
berpendapat, bahwa sampat sekarang masih
berlaku Ketetapan No. IV/MPR/1983 tentang
referendum dan Tap tersebut menvebitkan :




diTndoriesia dénigan kehadiran RIS, fa Taenulis
seperti halnya Federasi Inggeris yang gagal, .

maka RIS juga dipaksakan oleh kekua
kolonial Belanda, Dari berbagai p
merupakan suatu kegagalan yarg cepat,

Pada hakekainya yang me :
permasalahan selama ini, adalzh peni intali

yang sentralistis dan kesenjangan sosial. So-"
asmya bukan dengan cara menguba h bentuk_

negara, melamkan denoan memberikan oio-
nomt dan desentl_ah_saa kepa_da daerah;-Adalah

waaiebila Aceh, Trian Jaya, Timor Timur dan
daerah lainnys bergolak.menentang rezim
ooriter Soeharto yang sentralistis menggaruk
dan menguras kekayaan alani daerah untuk
kepentingan pemerintah pusat yang penuh

dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Banyak

contoh seperti terjadi kesenjangan yang me-
nyolok antara penduduk aseli dengan per-
usahaan asing, misalnya PT erepoat dimana
berhasil mengeruk keuntungan yang ber-
limpah-limpah, sedang masyarakat hanya

— Pa&a hakekatnya yang

an selama mi, adalah
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‘menjadi akar permagalah-

mendapatkan kucuran atau tetesan satu persen. -
Kebiiakan Pemerintah Pusat yang semena-imena
-itulah sebenarnya yang menjadi ‘pemicu-

timbulnya pergolakan. Oleh sebab itu saya
berpendlapat, bahwa justra dengan memberikan

otoromi dan desentralisasi kepada daerah,

maka keberadaan negara Kesatnan Republik

dapat dipertahankan. Perkembangan situasi

politik dan ekonomi akbir-akhir ini membuat

otonomi dan desentralisasi menjadi semakin
penting, karena otonomi daerah merupakan.

bagian dari sistim pemerintahan demokratis,
yang kini sedang gencar-gencarnya diperjuang-
kar: oleh para reformis, Aspirasi tntuk mem-
peroleh otonomi dan desentralisasi didaerah-
daerah, harus mendapat perhatian sungguh-
sungguh dan dilaksanakan oleh Pemerintah

Pusat, yakni dengan mengoptimalkan Undang--

Undang Nomor 5 Talun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Daerah dan membentuk
Undang-Undang tentang Perimbangan Ke-
uangan antara Pusat dan Daerah. Dengan
demikian pérgolakan-pergolakan dapal dire-
dam dan tidak terulang fagi serta rakyat kentbali
memberikan kepercayaan dan dukungan

kepada Pemerintah yang bersih atau clez_lﬁgb#_

vernment.

SOSICLOGIS
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qua non untuk diadakan redefinisi tentang
pengertian persatuan dan kesatuan dengan
menasukkan porsi keadilan dan kesejahteraan
didalamnya. Dalam rezim Soeharto kita tidak
bisa memberi definisi persatuan dan kesatuan
bangsa tanpa BP-7. Jadi untuk mencegah per-
soalar disintegrasi muncu] lagi, maka mutlak
perlu meredefini persatuan dan kesatuan
dengan mengaitkan penegakan keadilan dan
pembagian kesejahteraan bagi seluruh dareah
Indonesia. Prof. DR. Bernhard Dam dalam
disertasinya "Sukarna's Kamf um Indonesiens
Unabhangigkeit", menyatakan bahwa obsesi-
nya Bung Karno adalah membentuk negara
kesatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan
rakyatIndonesia sebagai satu bangsa. Dan Prof.
DR. Viadilen Tsyganov dalam bukunya "The
Histery of Indonesia”, menyebutkan bahwa
Bung Karne sangat berperan penting dalam
membangun konsep politik tentang perlunya
dibentuk negara kebangsaan atau nation state.
Tokoh kharismatis yang telah meletakkan
dasar-dasar pembentukan negara nasxoﬂal in-
donesia..

Rupanya keterlibatan anasir-anasir asing

untuk aktif ambil bagian dalam memecah-belah

negara kesatuan Republik Indonesia, sudah
terlats melekat dibenak berbagai kalangan
bangsa Indonesia. Menurit Rudini mantan
mendagri, kalau sampai diterapkan sistim

o Kalau sampai diterapi{ah_':
sistim negara federal, - :
| bahaya pencaplokan _Qiélii |
luar sangat terbuka Tuas,
sehingga mudah sekali timbul B
perpecahan.

negara-negara kecil, sehingss Amerika Serikat
tetap menjadi kutub politik satu-satunya di
dunia. Itulah pentingnya bagi Indonesia nntuk
menyadatinya serta menciptakan ketenangan -
untuk mengalahkan rencana Amerika
itu,

HASIL BAHASAN
YANG DISIMPULKAN

Berdasarkan analisa dan reagentia ter-
cantum di atas, maka dapat diSlmpu!kan se-
bagai berikut :

Gagasan dan pemikiran negara a federal, :
mutlak harus ditentang dan chtc ak keras,
karena vitdrukkelijk bertentangan dengan pasal -
1ayat 1 UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Per-
musvawaratan Rakvat Nomor 11 /A 1912 /1001






